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ABSTRAK

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya
terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40
Tahun 1999 tentang Pers. Tidak lama dari disahkannya UU No 40 tentang pers,
departemen penerangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas terhadap pers
nasional pun dibubarkan. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman
karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena
departemen penerangan sudah dibubarkan.

Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers
di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat
sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena
kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-
hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun dalam praktiknya, masih
terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan kebebasan
pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999.

Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah
penelitian dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari
berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Metode berfikir yang
dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat
abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan
mengembangkan teori jika diperlukan. Dari analisis tersebut kemudian akan
ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers
yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menganalisa pengaruh
yang ada setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat
yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini
diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada
pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat hambatan-
hambatan menuju kebebasan pers yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999.
Hambatan tersebut bisa berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan
pers itu sendiri. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak
semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional. Ternyata undang-
undang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar kebebasan yang tidak
terkontrol dan cenderung berlebihan. Lebih lanjut tentang pengaruh atas
disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.
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Motto :

YOU ONLY LIVE ONCE, FOR A VERY SHORT TIME.
SO, MAKE EVERY SECOND DIVINE.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu

yang besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk mencari

dan terus mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini

juga akan semakin besar jika ia melihat benda atau mendengar sebuah berita yang

menurutnya masih asing, maka ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang berita

tersebut, hingga mereka mencari informasi yang mereka butuhkan.1

Informasi yang didapat oleh manusia selalu berkembang di setiap zaman.

Pada awalnya, informasi yang didapatkan oleh manusia berasal dari informasi

berantai atau berita “dari mulut ke mulut”. Bahkan cerita yang ada pada zaman

dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Kemudian, sejalan

dengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang

mendukung penyebaran dan perekaman informasi, maka akan berubah pula cara

penuturannya. Misalnya, ditemukan zaman batu yang memungkingkan informasi

bisa diwariskan melalui tulisan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Berkembang

kemudian ditemukan kertas. Jadi, informasi yang diberikan sudah berkembang

1 Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 22.
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secara lebih baik. Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik

yang sekarang kita kenal.2

Dari pemaparan di atas, menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk

sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari

media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang

kehidupannnya. Terlebih dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain

untuk membentuk sosial komunal guna membangun masyarakat yang dinamis.

Sudah barang tentu dalam bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang

menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan, dan

perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat kodrati.

Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang

berbunyi “setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. Hal ini juga didukung oleh salah satu ciri negara hukum yang berbunyi

“berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM”.3 Sehingga

mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan

sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.

Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers

Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dibilang masa yang

suram bagi pers Indonesia. Pada masa itu pers Indonesia rawan pembredelan.

Karena “suara pers” selalu membuat telinga pemerintah yang berkuasa memerah

dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap borok penguasa. Ini

2 Ibid, hlm 23.
3 Id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_Hukum diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul

19:20 WIB.
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pula yang menimpa beberapa media massa di Indonesia: dibredel, dicabut surat

izin usaha penerbitannya  (SIUPP) oleh pihak yang berwenang hampir di setiap

orde pemerintahan, pembredelan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia

jurnalistik. Kita tentu masih ingat kasus tiga media massa; Detik, Tempo, dan

Editor yang dibredel tahun 1994 atau kasus Indonesia Raya tahun 1974.4

Pembredelan yang menakutkan ini membuat pers merasa terancam dan

tidak berani menguak keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka

lebih memilih main aman dengan tidak menulis berita yang bisa membuat

kalangan penguasa marah. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden bisa

dibilang cerdik karena berhasil merumuskan Pers Pancasila yang secara resmi

dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada

pertengahan 1980-an.5 Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers

yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar

informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial

yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan

suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan

bertanggung jawab.

Istilah Pers Pancasila sebenarnya merupakan cerminan keinginan politik

yang kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat

pemerintah. Sehingga disini pers tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai

penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol

4 Basiliun Triharyanto, Pers Perlawanan, (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm V.
5 Sisil-masterpiece.blogspot.com diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 01:17

WIB.
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sosial yang konstruktif. Bahkan pada saat ini pers hanya berfungsi sebagai corong

pemerintah.6

Berbagai pembatasan yang dibuat pada masa Soeharto membuat wartawan

menjadi tidak bebas menulis. Karena pada era ini muncul “budaya telepon”, yaitu

semacam peringatan melalui telepon yang dilakukan oleh aparat pemerintah

kepada kantor redaksi dan media cetak untuk tidak berbuat yang macam-macam,

sehingga pada waktu itu pers seolah telah kehilangan fungsinya dan hanya

menjadi sebuah industri. Keuntungan mereka meningkat karena tidak

memberitakan keburukan penguasa, namun sayangnya kondisi ini tidak

berbanding lurus dengan kebebasan mereka untuk menulis berita.7

Seiring berjalannya waktu akhirnya rezim Soeharto pun runtuh dengan

munculnya krisis ekonomi dan keberanian pers untuk mengungkap borok

pemerintah yang tak bisa dibendung lagi karena pers juga tak mau bungkam terus-

menerus. Menjelang akhir pemerintahannya sebagai presiden, Soeharto masih

berusaha untuk mengintimidasi pers dengan tuduhan pers tidak proposional dan

melakukan disinformasi karena pers selalu menampilkan aksi demo mahasiswa

tuntutan reformasi di halaman pertama. Tindakan pers yang demikian membuat

Soeharto marah dan jika hal itu terjadi biasanya pers akan ciut nyalinya, namun

situasi yang terjadi justru sebaliknya.8

Perjuangan Pers Indonesia akhirnya berbuah manis. Tepatnya tahun 1999

dengan ditutupnya Departemen Penerangan dan disahkannya UU Pers No 40/1999

tentang Pers. Undang-undang ini didasarkan pada pasal 19 International

6 Ibid, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 01:17 WIB.
7 Ibid.
8 Ibid.
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Convention of Human Right yang dalam bahasa Indonesianya berarti “Setiap

orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal

ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat

gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-

keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak

memandang batas-batas”.9

Akan tetapi setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak

semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan,

salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari

golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers,

tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan

masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengecam kebebasan pers dan

mengusulkan perlunya revisi UU No 40 Tahun 1999 dengan memasukkan pasal-

pasal pidana KUHP.10

Ancaman lain adalah dengan membungkam wartawan dengan amplop.

Ancaman ini adalah bentuk kekerasan yang paling simbolik karena tidak

terasakan secara fisik tapi berdampak signifikan terhadap citra si pemberi amplop.

Hal ini terjadi pada tahun 2002 ketika terkuaknya skandal korupsi di Jamsostek

berhasil dihentikan pemberitaanya oleh sebuah jumpa pers yang digelar direksi

Jamsostek dengan memberi uang saku kepada wartawan.11

9 Sirikit Syah, Rambu Rambu Jurnalistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm VI.
10 Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

hlm 19.
11 Ibid, hlm 23.
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Kekerasan fisik kepada wartawan juga menjadi ancaman lain yang kerap

terjadi. Salah satunya terjadi pada tahun 2003 ketika massa dari Tomy Winata

melakukan penyerbuan ke kantor majalah Tempo.12 Hal serupa juga terjadi baru-

baru ini ketika sejumlah polisi dengan alasan gambarnya tidak ingin diabadikan,

merusak kamera dan memukul wartawan yang waktu itu sedang meliput demo

yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang tersebut maka

penyusun memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Apakah kebebasan pers di Indonesia sudah sesuai dengan UU No 40 Tahun

1999 ?

2. Apa pengaruh bagi pers Indonesia setelah disahkannya UU No 40 Tahun

1999 tentang Pers ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan kebebasan pers di Indonesia yang berpedoman pada

UU No 40 Tahun 1999.

b. Memberikan analisa tentang pengaruh bagi pers Indonesia setelah

disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Manfaat Penelitian

12 Ibid, hlm 24.
13 Buletin Indonesia Pagi Global TV 14 November 2014 pukul 03:56 WIB.
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a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu

hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang

kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan

informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan

kebebasan pers

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya,

dan para pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.14 Adapun literatur yang di

dalamnya membahas tentang kebebasan pers dan UU No 40 Tahun 1999 tentang

Pers, antara lain :

Arni Nur Yuniarti Lestari dengan judul “Studi Implementasi UU No 40

Tahun 1999 Tentang Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI

14 Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Pess,
2009), hlm 3.
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Yogyakarta”.15 Skripsi tersebut fokus dalam kewajiban dan peranan pers yang

lebih dikhususkan pada anggota PWI Yogyakarta. Yang membedakan dari

penulisan hukum yang akan penulis susun adalah penyusun menitik beratkan pada

kebebasan pers yang cakupannya lebih luas.

Iqbal Suprayogi dengan judul “Kebebasan Pers Menurut UU No 40 tahun

1999 Terhadap Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan

Rakyat Yogyakarta)”.16 Skripsi tersebut fokus dalam kebebasan pers dengan studi

di harian surat kabar harian kedaulatan rakyat Yogyakarta. Yang membedakan

dari penulisan yang akan penulis susun adalah cakupan penulisan penyusun tidak

hanya fokus di sebuah media pers, akan tetapi penulisan ini bersifat Nasional.

Muhyidin dengan judul “Pers dan Proses Perubahan Kekuasaan Di

Indonesia : Studi Tiga Media Massa Nasional Tahun 1998-2003”.17 Skripsi

tersebut fokus kepada pers dan perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia

dari tahun 1998 hingga 2003. Yang membedakan dengan penulisan penyusun

adalah penyusun hanya akan fokus kepada pers dengan tidak memasukkan unsur

perubahan kekuasaan yang terjadi, dan penulisan ini difokuskan kepada

kebebasan pers yang terjadi setelah disahkannya UU No 40 tahun 1999 tentang

Pers.

15 Arni Nur Yuniarti Lestari, “Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang
Kewajiban Dan Peranan Pers Pada Anggota PWI Yogyakarta”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014.

16 Iqbal Suprayogi, “Kebebasan Pers Menurut UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi
Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)”, (Yogyakarta : UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2013.

17 Muhyidin, “Pers Dan Proses Perubahan Kekuasaan Di Indonesia : Studi Tiga Media
Massa Nasional Tahun 1998-2003”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi,
Tahun 2009.
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Ibno Hajar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers

Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari UU N0 40 Tahun

1999”.18 Skripsi ini fokus pada perlindungan hukum dengan studi di lembaga pers

mahasiswa yang ditinjau dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang

membedakan dengan penulisan yang akan disusun oleh penulis juga akan sedikit

membahas tentang perlindungan pers, tapi dengan pembahasan yang lebih luas

lagi yang tidak hanya terfokus pada lembaga pers mahasiwa saja.

Mustopa dengan judul “Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara

Hukum Islam Dan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers)”.19 Skripsi ini fokus pada

etika pers dengan sudut pandang hukum Islam dan UU No 40 Tahun 1999 tentang

Pers. Yang membedakan dengan penulisan ini adalah penulisan ini tidak hanya

membahas tentang etika pers, tetapi juga akan membahas tentang kebebasan pers

dan hanya ditinjau dari sudut pandang hukum positif yaitu UU No 40 Tahun 1999

tentang Pers.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian

serupa yang mengkaji akan kajian kebebasan pers dalam UU No 40 Tahun 1999.

Maka, penulis menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti dalam penulisan

hukum kali ini merupakan karya yang belum pernah diajukan oleh orang lain.

E. Kerangka Teori

18 Ibno Hajar, “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam
Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari UU No 40 Tahun 1999”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta), Skripsi, Tahun 2014.

19 Mustopa, “Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan UU No
40 Tahun 1999 Tentang Pers)”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi, Tahun
2007.
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1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan

terjemahan langsung dari rechsstaat.20 Istilah rechsstaat mulai popular Eropa

sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama. Istilah The Rule

of Law mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Van Dicey

tahun 1885. Dari latar belakang sistem hukum yang menopangnya, terdapat

perbedaan antara konsep rechsstaat dengan konsep the rule of law, meskipun

perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan diantara

keduanya karena pada dasarnya konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran

utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun

dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu

sistem hukum sendiri.21

Konsep rechsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme

sehingga sifatnya revolusioner, sebaiknya konsep the rule of law berkembang

secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria rechsstaat dan kriteria

the rule of law. Konsep rechsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang

disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum

yang disebut common law, karakteristik civil law adalah administratif,

sedangkan karakteristik common law adalah judicial.22 Adapun ciri-ciri

rechsstaat adalah :

20 Padmo Wahjono, Ilmu Negara suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara
dari Jellinek (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), hlm 72.

21 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987), hlm 72.

22 Ibid, hal 72.
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a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan

tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat;

b. Adanya pembagian kekuasaan negara;

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral rechsstaat adalah

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu

atas prinsip kebebasan  dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan

memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.

Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan

dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang

berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai berikut:23

a. Supremasi of law (Supremasi Hukum)

b.   Equality before of law (Persamaan dihadapan Hukum)

c. Due Proccess of law (Proses Hukum)

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan teori negara hukum yang telah dijabarkan secara luas di atas, ciri

negara hukum pada dasarnya yaitu mengakui dan melindungi terhadap hak-hak

asasi manusia. Dalam negara hukum yang dikembangkan oleh AV Dicey,

terdapat supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum serta adanya proses

hukum. Dalam hal ini pers selaku pencari dan pengolah berita harus mendapat

23 Ibid, hal 80.
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perlindungan hukum sebagai mana tercantum dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun

1999 tentang Pers, yang berbunyi “dalam menjalankan tugasnya, wartawan

mendapat perlindungan hukum”.

Dalam negara hukum terdapat juga kepastian hukum. Hal ini menandai

adanya kepastian hukum bagi korban atau pelaku ketika pers sedang

menjalankan tugasnya, dimana kepastian hukum sebagai pelindung kepada pers

yang sedang bertugas.

2. Teori HAM

Pada dasarnya hak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak yang asasi atau

yang sering kita sebut dengan hak asasi manusia (HAM) dan hak itu sendiri.

Menurut Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999, merupakan seperangkat hak yang

melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan anugrah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.24 Dari pengertian

tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus

dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.Tegaknya HAM

selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara

hukum. Karena negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum,

maka setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum. Artinya,

apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka

secara otomatis HAM dalam penerapannya dalam negara itu dapat ditegakkan.

24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Ketertiban hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga

egaliter,25 tidak terkecuali bagi narapidana.26

Hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang mempunyai kepentingan,

yang dilindungi oleh hukum. Hal ini disampaikan oleh Rudolf ven Khering yang

menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (Belagen Teorie).27

Menurut Utrecth, hak merupakan jalan untuk memperoleh kedaulatan, tetapi hak

bukanlah suatu kekuatan.28 Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa hak

dijadikan sebagai syarat dasar untuk memperoleh sesuatu yang digunakan bagi

kepentingan dirinya. Lemaire juga berpendapat bahwa hak adalah sama dengan

izin, yakni izin bagi orang yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu. Tapi

izin bukanlah bersumber pada hukum, melainkan sederajat atau sejajar dengan

hukum.29

Dari teori yang dipaparkan di atas bahwa seorang wartawan memiliki

hak untuk dilindungi hak-haknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini

hak seorang wartawan sangatlah penting agar ketika dirinya sedang melakukan

tugasnya tidak ada hambatan maupun gangguan dari pihak lain.

3. Teori Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi

komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang menjadi alat

kontrol negara, dan ada juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah negara.

25 Egaliter adalah kesederajatan warga negara untuk mempunyai hak dan kewajiban yang
sama.

26 Adi Sujanto dan Didin Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman,
(Jakarta: Vetlas Production, 2008), hlm 77.

27 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 274.
28 Ibid, hlm 275.
29 Ibid, hlm 276.
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Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Secara

umum ada 3 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia. Teori-teori

tersebut diantaranya:

a. Otoritarian

Teori pers otoritarian lahir sekitar abad 16-17. Teori ini banyak

dipakai oleh negara-negara barat saat itu, seperti Inggris, Prancis, dan

beberapa negara eropa barat lainnya. Dalam sistem otoritarian, pers bukan

sebagai alat kontrol pemerintah tetapi sebagai instrument pendukung untuk

mencapai tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, pers dalam otoritarian

harus mendukung setiap kebijakan negara, bukan menghasut masyarakat

untuk melakukan pemberotakan. Teori ini dianut oleh banyak negara-

negara maju sekarang ini seperti Portugal, Cina, Spanyol, dan banyak

negara di Asia dan Amerika Selatan. Itu berarti untuk bisa sejajar dengan

negara-negara maju, sistem otoritarian cocok untuk digunakan.30

b. Libertarian

Filsafat teori libertarian menganggap bahwa manusia adalah

makhluk rasional dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Sehingga apabila

manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka

manusia tidak akan menjadi manusia yang maju.

Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak

cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut

30Mudazine.com/7uliansyah/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia/ diakses
pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 19:54 WIB.
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sistem otoritarian, terutama pada akhir abad XIX. Dalam sistem

otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya, sehingga

muncul gejolak pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak

terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat yang malah menyengsarakan

mereka. Karena dalam sistem otoritarian ini, masyarakat dijadikan sebagai

alat untuk melenggangkan kekuasaan yang sudah ada.31

c. Tanggung Jawab Sosial

Pada dasarnya sistem ini hampir sama dengan dengan libertarian,

dimana filsafat yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional

yang memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri

dan memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dalam teori tanggung jawab

sosial, pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan

informasi kepada masyarakat. Tetapi kebebasan pers disini tetap harus

memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai

pers malah membuat keadaan menjadi tidak kondusif dengan pemberitaan

yang bisa menghasut kelompok masyarakat tertentu. Pers harus

mempunyai alat kontrol sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari

dalam. Alat kontrol  itu berupa kode etik jurnalistik, yang mana kode etik

jurnalistik merupakan batasan-batasan pers dalam membuat berita. Pers

tidak hanya membuat informasi yang menghibur saja, tetapi juga informasi

31 Ibid.
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yang mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang baik dan tidak

menyinggung kelompok masyarakat tertentu.32

Dari beberapa teori yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan sistem

yang cocok bagi pers di Indonesia adalah tanggung jawab sosial. Karena

Indonesia sudah mempunyai pondasi yang kuat dalam menerapkan teori ini

seperti UUD yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, UU pers dan

penyiaran hingga lembaga negara seperti dewan pers.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penulisan

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,

metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder

yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer

dan bahan-bahan hukum sekunder.33

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Soerjono

Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan

menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan

diantar dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis

32 Ibid.
33 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1988), hlm 11-12.
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mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan

peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.34

3. Sumber Penelitian

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan

jenis data sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah UUD 1945, UU

No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, UU No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Kode Etik Jurnalistik serta

peraturan-peraturan yang terkait dengan kebebasan pers.

b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan

penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer

seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,

media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan

pembahasan.35

c. Bahan hukum disini adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang

terkait.36

4. Metode Pengumpulan Data

34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 96.
35 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:

Bayumedia, 2006), hlm 392.
36 Ibid, hlm 392.
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Metode penulisan yang digunakan adalah metode studi pustaka

(library research). Yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah

pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai

sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian

hukum normatif,37 yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang

dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-

buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, buletin tentang segala

permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan pers yang akan disusun

dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu

metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis,

analisis dengan logika, dengan induksi, analogi, komperasi dan

sejenisnya. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif,

yaitu dari data menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk

juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan

datanya menunjang).38 Dari analisi tersebut kemudian akan ditarik

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

37 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), hlm 81.

38 Sanapiah Faizal, Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan aplikasi, (Malang: 1990), hlm
39.
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Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini

akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai

berikut:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penulisan

buku.

Pada bab kedua, pembahasan ditunjukkan pada teori yang berisi penjelasan

mengenai tinjauan umum tentang pers.

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditunjukkan pada teori yang berisi

penjelasan mengenai tinjauan umum kebebasan pers.

Pada bab keempat, pembahasan akan ditunjukkan kebebasan pers yang

berpedoman pada UU No 40 Tahun 1999 dan pengaruh dari disahkannya UU No

40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan kebebasan pers dalam UU No 40

Tahun 1999.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I hingga bab IV, maka penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal dari UU No 40 Tahun 1999 sebenarnya sudah sesuai dengan

kebebasan pers yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam prakteknya masih

terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang berdasarkan

pada UU No 40 Tahun 1999, seperti: upaya dari pemerintah yang

mengusulkan perlunya revisi pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,

kepemilikan modal suatu perusahaan pers yang membuat isi berita tidak

berimbang sehingga tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai

pedoman insan pers dalam menjalankan tugasnya, masih terjadi

penyensoran meskipun itu bukan dari pemerintah, dan watawan-wartawan

yang tidak menaati Kode Etik Jurnalistik.

2. Disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak hanya membawa

pengaruh positif pada pers nasional. Dari pengaruh positif yang didapat

seperti: dipermudahkannya mendirikan perusahaan pers, tidak adanya

pembredelan, dan juga perlindungan hukum dan hak para wartawan,

terdapat juga dampak negatif dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Beberapa pengaruh negatif dari disahkannya undang-undang tersebut ialah

fungsi pers yang seharusnya lebih sebagai alat kontrol sosial, tak ubahnya
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sekarang hanyalah sebuah industri yang arah tujuannya ditentukan oleh

sang pemilik modal, entah itu bermotif politik, ataupun untuk mengejar

pasar. Selain dari pihak pemilik modal, terdapat juga oknum pers yang

kurang bertanggung jawab seperti menerima suap, membuat berita

berdasarkan ilmu imajinasi mereka, serta memuat berita yang tidak

menghormati golongan tertentu. Kebebasan pers yang sekarang justru

lebih kearah pers yang berlebihan, yang mana kebebasan tersebut lebih

menganut pada pers libertarian yang hanya mementingkan kebebasan

semata tanpa adanya kontrol dari pihak manapun.

B. Saran

1. Agar penegakan kebebasan pers yang menganut UU No 40 Tahun 1999

dapat telaksana sebagaimana mestinya, seharusnya pers nasional lebih

menganut teori pers tanggung jawab sosial. Selain dari pihak pers,

masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan kepada pers, sehingga

pers yang bebas dan bertanggung jawab seperti yang dicita-citakan dapat

terwujud.

2. Dari beberapa dampak negatif setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999

tentang Pers, seharusnya Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia

melakukan pengawasan lebih terhadap oknum pers yang kurang

bertanggung jawab.
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